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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Siang ini  ada lima perkara untuk pengucapan putusan. Saya 
mulai dari Nomor 88/PUU-XVIII/2020. Silakan Pemohon hadir, siapa 
yang hadir? 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-

XVIII/2020: ZENURI MAKHRODJI 
 

  Selamat siang, Yang Mulia.  
 
3. KETUA: ANWAR USMAN 

 
Ya, siang. Siapa yang hadir? 

 
4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-

XVIII/2020: ZENURI MAKHRODJI 
 

Siap, Yang Mulia. Yang hadir, satu, Bapak Saiful Anam, S.H., M.H. 
Dua, saya sendiri H. Zenuri Makhrodji, S.H. Di sebelah kanan saya,  Fuad 
Abdullah, S.H., M.Si. Di sebelah kanannya, Bapak Achmad Umar, S.H., 
M.H., Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
Ya, baik. Nomor 93/PUU-XVIII/2020 belum hadir, ya. Belum ada. 

Baik, 94/PUU-XVIII/2020? 94/PUU-XVIII/2020 ada? Ya, juga tidak ada. 
Ahmad Amin. 

 
6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PUU-

XVIII/2020: AHMAD AMIN 
   

Ada, Pak.  
 

7. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Hadir? 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB 

KETUK PALU 3X 
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8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PUU-
XVIII/2020: AHMAD AMIN 

 
Ya. 
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 
Ya. Bagaimana ini.  
Nomor 97/PUU-XVIII/2020? 

 
10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-

XVIII/2020: DESNADYA ANJANI PUTRI 
  

Selamat siang, Yang Mulia. Saya dengan Desnadya Anjani Putri. 
 

11. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya. Kemudian Nomor 98/PUU-XVIII/2020? Belum hadir juga, ya. 
Ya, baik. Dari DPR? 

 
12. DPR: RAHMANI ATIN 
 

Selamat siang, Yang Mulia. DPR RI hadir diwakili oleh Rahmani 
Atin dan Vidy Fauzizah dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
13. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, baik. Terima kasih.  
Kuasa Presiden, silakan.  
 

14. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAIDI 
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami 
dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian 
dari Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Saya sendiri Wawan Zubaidi dari Kementerian Hukum dan HAM. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
15. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Baik. Nomor 93/PUU-XVIII/2020 sudah ada, ya. Baik. Kita mulai 
dengan pengucapan Putusan Nomor 88/PUU-XVIII/2020. 
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PUTUSAN 

NOMOR 88/PUU-XVIII/2020 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
 

[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
diajukan oleh: Satu, Dewantari Handayani. Selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon I. 

 II, III, IV, dianggap dibacakan. 
 V. Irma Shandra Santy, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 
Oktober 2020 dan tanggal 6 Oktober  2020 memberi kuasa 
kepada Saiful Anam, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di 
Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53, Jl. Matraman 
No. 30E, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
10430, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
untuk dan atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut 
sebagai para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
 Mendengar keterangan para Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
 Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum Pemohon  
[3.3], [3.4] dianggap dibacakan. 
[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat 

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon sebagai berikut: 
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian 

dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 yang menyatakan sebagai berikut: 
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Dengan tetap dan seterusnya dianggap dibacakan.  
2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara 

Indonesia (vide Bukti P-1), merasa hak konstitusionalnya 
yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) 
UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V masing-

masing telah melakukan pemesanan pembelian satu unit 
Apartemen Antasari 45 kepada pengembang PT Prospek 
Duta Sukses (PDS) yang beralamat di Jalan Pangeran 
Antasari Nomor 45, RT.2/RW.11, Kelurahan Cipete Utara, 
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan 
luas unit apartemen dan harga serta cara pembayaran 
pembelian yang berbeda-berbeda (vide Bukti P-6 sampai 
dengan Bukti P-10); 

b. Bahwa para Pemohon dijanjikan oleh Pengembang PT PDS 
bahwa apartemen yang dibeli para Pemohon tersebut 
akan diserahterimakan kepada para Pemohon pada bulan 
Oktober 2017. Namun janji tersebut terus mundur hingga 
akhirnya pengembang mengubah skema waktu 
penyerahan apartemen tersebut kepada para Pemohon 
sampai dengan tahun 2020;  

c. Bahwa para pembeli apartemen tersebut termasuk para 
Pemohon  dengan niat baik terus menerus telah 
melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran 
kepada pengembang, akan tetapi hak mereka untuk serah 
terima sesuai janji yang diberikan oleh pengembang tidak 
kunjung ada kepastian. Bahkan, progres pembangunan 
tidak selesai seperti yang dijanjikan oleh pihak 
developer/pengembang sampai dengan awal tahun 2020 
karena kenyataannya pembangunan fisik yang terlaksana 
sampai saat ini baru berupa lahan parkir (basement) atau 
hanya sekitar 10% dari total keseluruhan progres 
pembangunan; 

d. Bahwa para Pemohon semakin kecewa dan terkejut di 
tengah kondisi ketidakpastian yang dialaminya karena 
adanya permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang) terhadap PT PDS selaku pihak 
pengembang oleh dan atas nama Pemohon Eko Aji 
Saputra dengan jumlah piutang senilai Rp 2 miliar; 

e. Bahwa dengan adanya permohonan PKPU tersebut 
keberadaan  para Pemohon semakin terpuruk dan 
dirugikan karena PT PDS  berdasarkan Putusan Pengadilan 
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Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 
September 2020 diputuskan pailit (vide Bukti P-12), 
sehingga posisi dan kedudukan para Pemohon semakin 
tidak jelas keberadaannya, karena menurut para Pemohon 
berdasarkan UU 37/2004, kedudukan para Pemohon 
sebagai pembeli unit apartemen selalu ditempatkan 
sebagai kreditor yang berada pada posisi Kreditor 
Konkuren di mana posisi dan kedudukannya berada di 
bawah atau selalu didahulukan Kreditor Preferen maupun 
Kreditor Separatis; 

f. Bahwa menurut para Pemohon dengan diposisikannya para 
Pemohon sebagai Kreditor Konkuren berdasarkan Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 
22 September 2020 (vide Bukti P-12) akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan juga para  
pembeli unit apartemen/rumah susun lainnya.  

[3.6]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan 
saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan 
kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kasus 

konkret yang dialaminya sebagaimana uraian di atas 
yang menyebabkan para Pemohon menginginkan 
posisinya disamakan dengan Kreditor Preferen atau 
Kreditor Separatis dengan cara menguji konstitusionalitas 
norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 ke Mahkamah; 

[3.6.2]Bahwa kasus konkret yang dialami para Pemohon sampai 
dengan adanya putusan pengadilan yang amarnya pada 
pokoknya menyatakan bahwa pengembang Apartemen 
Antasari 45 dalam keadaan pailit dan menempatkan  
para Pemohon dalam posisi sebagai Kreditor Konkuren 
(vide bukti P-12) maka penyelesaian permasalahan yang 
dihadapinya dengan pengembang Apartemen Antasari 45 
telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan yang tidak ada kaitannya dengan Pasal 55 
ayat (1) UU 37/2004. Karena, Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 adalah ketentuan yang mengatur 
mengenai Kreditor Separatis atau kreditor pemegang 
hak jaminan (secured creditor) yang memeroleh hak atas 
pelunasan piutang lebih dahulu (Kreditor Preferen) 
karena secara hukum menguasai langsung jaminan 
kebendaannya. Hal ini jelas berbeda dengan Kreditor 
Konkuren sebagaimana status para Pemohon yang tidak 
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mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa 
benda, oleh karenanya penyelesaian permasalahan 
yang dialaminya sebagai Kreditor Konkuren dilakukan 
setelah kewajiban terhadap kreditor lain (Kreditor 
Separatis atau Kreditor Preferen) diberikan. Terlebih 
lagi, Kreditor Separatis tidak terkena dampak akibat 
adanya putusan pernyataan pailit debitor. Artinya, hak-
hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seolah-olah 
tidak ada kepailitan debitor karena kreditor golongan ini 
dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi 
jaminan. Dengan demikian, dalam hubungan dengan 
aset-aset yang dijadikan jaminan, kedudukan Kreditor 
Separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang 
diistimewakan lainnya.  

[3.6.3]Bahwa para Pemohon sesungguhnya pada awalnya 
bukanlah merupakan Kreditor Konkuren, melainkan 
sebagai konsumen atau pembeli unit Apartemen Antasari 
45 yang saat ini sedang menghadapi permasalahan 
dengan pihak pengembang apartemen yang telah 
dinyatakan pailit. Oleh karenanya berdasarkan putusan 
pailit tersebut para Pemohon statusnya dipersamakan 
dengan Kreditor Konkuren sehingga dengan demikian 
tidak dapat memaksakan dirinya untuk menjadi Kreditor 
Separatis atau Kreditor Preferen dengan cara menguji 
Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004  dengan alasan seolah-
olah para Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal a 
quo. Kerugian yang dialami oleh para Pemohon sebagai 
konsumen tidak berkorelasi dengan berlakunya norma 
Pasal  55 ayat (1) UU 37/2004 sehingga penyelesaiannya 
bukanlah melalui pengujian konstitusionalitas norma 
tetapi melalui upaya hukum yang lain atau memposisikan 
diri tetap sebagai Kreditor Konkuren. Oleh karena itu, 
tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara keberlakuan Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 dengan kerugian yang diderita oleh para 
Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional 
sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian 
menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat 
menerangkan kerugian konstitusionalnya, baik aktual 
maupun potensial yang dialaminya dengan berlakunya 
Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karenanya, para 
Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang 
dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 55 
ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya; 

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a 
quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok 
permohonan para Pemohon.  

 
17. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3]  Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih,  Suhartoyo,  Daniel 
Yusmic P. Foekh,  Arief Hidayat,  Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, 
dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 
Selasa, tanggal Delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua 
puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan 

KETUK PALU 1X 
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Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 
14.29 WIB, oleh sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, 
selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih,  
Suhartoyo,  Daniel Yusmic P. Foekh,  Arief Hidayat,  Manahan M.P. 
Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai 
Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, 
serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Berikut, 
 

PUTUSAN 
NOMOR 93/PUU-XVIII/2020 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: Afiliasi Konstruksi dan 
Instalasi Indonesia (Aklindo) yang diwakili oleh Dr. Andi 
Amir Husry, S.E., M.S., selaku Ketua Umum Perkumpulan 
Aklindo. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2020 
memberi kuasa kepada Arco Misen Ujung, S.H., M.H., dan 
kawan-kawan. Beralamat Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, 
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan 
atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------ Pemohon; 

 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.  
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum  Pemohon 
[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. 
[3.6]  Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) 

UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 
dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, mengenai kedudukan 
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hukum serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang 
dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 

105 UU 2/2017 terhadap UUD 1945 yang diterima oleh 
Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan 
Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2020 bertanggal 19 
Oktober 2020 dan diregistrasi pada tanggal 27 Oktober 2020 
dengan Nomor 93/PUU-XVIII/2020 serta perbaikan 
permohonan yang diterima pada tanggal 27 November 2020; 

2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai badan hukum 
berbentuk perkumpulan bernama Afiliasi Konstruksi dan 
Instalasi Indonesia (AKLINDO) yang didirikan pada tanggal 
23 Agustus 2005 berdasarkan Akta Nomor 63 yang dibuat 
oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., dan telah didaftarkan pada 
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian 
Dalam Negeri dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01 
dan seterusnya, bertanggal 17 Februari 2012 dan kemudian 
melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO tahun 2019 berdasarkan 
Akta Notaris Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris Hestyani 
Hassan, S.H., M.K.N., bertanggal 30 Maret 2020 [vide bukti 
P-6]. Selanjutnya Perkumpulan AKLINDO juga mendapatkan 
pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004070 dan seterusnya 
Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 
Perkumpulan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia yang 
juga dalam lampirannya menetapkan susunan organ 
perkumpulan AKLINDO terdiri dari Pengurus (Dr. Andi Amir 
Husry, MS sebagai Ketua Umum, Ir. H. Taufik Bachroen 
sebagai Sekretaris Jenderal, Asmara Jaya sebagai 
Bendahara) dan Pengawas (H. Amiruddin sebagai Ketua, 
Hendro Pratomo sebagai Wakil) [vide bukti P-7]; 

3. Bahwa dalam Bab X, Pasal 36 Anggaran Dasar AKLINDO 
disebutkan susunan struktur organisasi dan personalia 
pengurus pusat periode 2016-2021 yang diantaranya 
menyatakan susunan Dewan Pengurus Harian terdiri dari 
Ketua Umum yaitu Dr. Andi Husry, S.E., M.S., kemudian 
dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga tentang tugas dan 
wewenang dewan pengurus, Pasal 15 terkait dengan tugas 
dan wewenang dewan pengurus pusat Aklindo menyatakan, 
“Tugas dan wewenang DPP sebagai berikut: 1). 
Menyelenggarakan Munas, Munasus, Munaslub, Rakernas, 
Rapimnas dan rapat-rapat DPH, DPL, dan rapat-rapat dengan 
Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, dan Dewan Kode 
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Etik, 2). Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-
keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut 
dalam ayat (1), … 7). Mengadakan kerjasama dengan mitra 
kerja baik Instansi Pemerintah maupun Instansi swasta dan 
Badan-badan, lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri 
yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Perkumpulan” 
[vide bukti P-6]; 

4. Bahwa dalam kapasitas sebagai Badan Hukum Privat, 
Pemohon memiliki kewajiban menjelaskan siapa secara 
hukum yang dapat mewakili perkumpulan untuk dapat 
bertindak untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan. Berkenaan dengan hal ini, 
setelah memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang 
diajukan, baik dalam anggaran dasar maupun anggaran 
rumah tangga (AD/ART), Mahkamah tidak menemukan 
perihal siapa yang berhak mewakili Aklindo untuk bertindak 
baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam 
mengajukan permohonan a quo. Satu-satunya yang dapat 
ditemukan adalah Pasal 15 AD/ART sebagaimana 
dikemukakan di atas. Namun ketentuan tersebut sama sekali 
tidak dapat dan tidak cukup untuk menjelaskan perihal siapa 
yang dapat mewakili Aklindo baik di dalam maupun di luar 
pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan a quo.  

Berkenaan dengan pihak yang dapat mewakili Aklindo, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan 
permohonan a quo, Mahkamah dalam Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan pada tanggal 16 November 2020 telah memberikan 
nasihat agar Pemohon menerangkan dan menjelaskan siapa 
yang berhak mewakili Aklindo baik ke dalam maupun ke luar 
pengadilan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-
XVIII/2020, hlm. 7]. Terkait dengan nasihat yang disampaikan 
dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, dalam 
Perbaikan Permohonan Pemohon mengemukakan bahwa 
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 105 UU 2/2017 
diajukan berdasarkan hasil rapat dan musyawarah DPP Aklindo. 
Namun setelah Mahkamah telusuri, ternyata tidak terdapat alat 
bukti yang dapat menguatkan amanat kepada Ketua Umum 
Aklindo untuk mewakili badan hukum ini untuk mengajukan 
permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, 
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo; 

[3.7]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo namun oleh karena Pemohon tidak memiliki 
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kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka 
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 
 

19. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 
  
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan 
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 
Selasa, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua 
puluh dan pada hari Senin, tanggal empat, bulan Januari, tahun 
dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 
empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, 
selesai diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi 
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera 
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang 
mewakili. 

Selanjutnya. 
PUTUSAN 

NOMOR 94/PUU-XVIII/2020 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

KETUK PALU 1X 
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Tahun 1945, yang diajukan oleh Ahmad Amin, S.ST. 
Selanjutnya disebut sebagai  Pemohon; 

 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
 Mendengar keterangan Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap dibacakan. 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-
Undang, in casu Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap 
dibacakan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo; 

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo, namun sebelum 
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk 
mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
permohonan Pemohon sebagai berikut: 
[3.3.1]  Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo 

dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 
17 November 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 
UU MK, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya telah 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk 
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang 
berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan 
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
(selanjutnya disebut PMK 6/2005); 

[3.3.2]  Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya 
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
tanggal 27 November 2020 dan diperiksa dalam sidang 
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 8 
Desember 2020 dan Pemohon dalam perbaikan 
permohonannya menguraikan dengan sistematika: 
Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah 
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Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, dan 
Petitum; 

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan 
Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf 
[3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format 
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/2005, 
namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak 
menguraikan secara spesifik adanya hubungan 
kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon 
sebagai warga negara Indonesia selaku pegawai negeri 
sipil (PNS) yang tidak memeroleh kenaikan gaji karena 
anggarannya digunakan untuk tunjangan profesi dan 
tunjangan khusus bagi guru dan dosen, serta tunjangan 
kehormatan bagi profesor. Dalam menjelaskan ihwal 
kerugian hak konstitusionalnya Pemohon antara lain 
mengemukakan: 
“…ketentuan a quo” dan seterusnya dianggap 
dibacakan. 
Penjelasan dimaksud sama sekali tidak menjelaskan 
kerugian hak konstitusional Pemohon dengan 
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tetapi 
sebaliknya justru mendalilkan adanya ketidakpastian 
hukum kewenangan antarlembaga tinggi negara yang 
menetapkan besaran anggaran dimaksud. Apabila 
dikaitkan dengan kewajiban menjelaskan kerugian hak 
konstitusional Pemohon sebagai salah satu syarat 
formal yang harus dikemukakan Pemohon, 
sesungguhnya dalam kapasitas apa Pemohon 
menjelaskan keberadaan norma yang dimohonkan 
pengujian telah mengintervensi hak Presiden dan 
sekaligus merugikan hak konstitusional Presiden dalam 
merencanakan dan melaksanakan pengelolaan 
keuangan negara.  
Selain itu, merujuk norma yang diuji 
konstitusionalitasnya, yaitu norma dalam Pasal 16 ayat 
(2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55  ayat 
(2), dan Pasal 56 ayat (1) UU 14/2005 yang 
dimohonkan, sebagaimana dimaktubkan dalam Petitum, 
yaitu: “dinyatakan konstitusional bersyarat 
(conditionally constitusional) sepanjang memenuhi 
syarat tidak ada kewajiban atau perintah kepada 
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Presiden atas ketetapan besaran belanja keuangan 
negara sehingga frasa “setara dengan 1 (satu) kali gaji 
pokok atau “setara 2 (dua) kali gaji pokok” pada pasal 
dan ayat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum 
mengikat” adalah kehendak yang saling bertentangan. 
Pada satu sisi, Pemohon menghendaki norma-norma a 
quo adalah konstitusional bersyarat, dan sisi lain 
memohon agar norma-norma a quo adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Tidak hanya 
pertentangan itu, jikalau Pemohon menghendaki frasa 
“setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok” dan “setara 2 
(dua) kali gaji pokok” diberikan pemaknaan baru, 
mestinya dikemukakan perumusan makna baru yang 
dikehendaki Pemohon sehingga norma tersebut 
menjadi konstitusional sesuai dengan penalaran 
Pemohon. Namun dalam Posita Pemohon sama sekali 
tidak mengemukakan rumusan baru terhadap frasa 
“setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok atau “setara 2 
(dua) kali gaji pokok” tetapi justru menghendaki 
Presiden tidak berkewajiban untuk memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 16 
ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 
ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU 14/2005;     
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di 
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon 
adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi 
syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) 
PMK 6/2005. 

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun 
… tambah pun, Pak … Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon tidak 
jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi persyaratan formal 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU 
MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005. Oleh karena itu, 
Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon 
lebih lanjut. 
 

21. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
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[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto,  Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, 
Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, 
dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 
Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua 
puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan 
Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 
14.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan 
dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, 
serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya. 
PUTUSAN 

NOMOR 97/PUU-XVIII/2020 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
1. Suhardi, disebut sebagai Pemohon I. 
2. Linda Yendrawati Puspa, S.H., disebut sebagai Pemohon II 

KETUK PALU 1X 



16	
	

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 dan seterusnya 
memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., dan kawan-
kawan beralamat di Jalan Rawa Kepa 12 Nomor 127, Tomang, 
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas 
nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.  
 

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan 
kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan 
permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih 
dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para 
Pemohon sebagai berikut: 
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo 

dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 
November 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, 
Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah 
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk 
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang 
berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya 
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005); 

[3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya sebagaimana telah diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2020 dan 
diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan 
permohonan pada tanggal 15 Desember 2020 dan para 
Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan 
sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, 
Alasan Permohonan, dan Petitum; 
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[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para 
Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] 
pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan 
pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, 
namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
berkenaan dengan posita dan petitum permohonan para 
Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa di dalam 
pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan 
argumentasi atau alasan berkenaan dengan pentingnya 
syarat sebagaimana yang para Pemohon tentukan di 
dalam petitum permohonan yaitu, “… uji kelayakan serta 
pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani 
dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Majelis 
Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara objektif”. Para 
Pemohon pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa para 
Pemohon adalah advokat dan berpotensi menjadi hakim 
konstitusi seperti halnya mantan hakim konstitusi 
Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar, tanpa menguraikan 
lebih lanjut argumentasi mengenai alasan pentingnya 
dilakukan uji kelayakan dan pengawasan dalam 
kesehatan jasmani dan rohani, serta alasan mengapa hal 
tersebut perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. 
Selain itu, Mahkamah juga melihat adanya kerancuan 
dan redundansi dari petitum permohonan sehingga sulit 
dipahami oleh Mahkamah pemaknaan konstitusional apa 
yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon. 
Mahkamah semakin sulit memahami ketika di satu sisi 
menghendaki: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat 
pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap 
memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) 
tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 
15 (Iima belas) tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji 
kelayakan serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani 
dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara 
Objektif”, sementara di sisi lain para Pemohon 
menghendaki kembali pemaknaan secara konstitusional 
bersyarat terhadap petitum yang sama.  

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena 
terdapat ketidaktersambungan antara posita dan 
petitum, serta adanya kerancuan dan redundansi dalam 
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petitum maka berakibat permohonan a quo menjadi 
tidak jelas (kabur). 

[3.4]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, 
namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas 
(kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh 
karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan 
hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut. 
 

23. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.3]  Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. 
Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan 
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 
tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, 
tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.54 
WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua 

KETUK PALU 1X 
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merangkap Anggota, Aswanto, Aswanto, Arief Hidayat, Enny 
Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai 
Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera 
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. 

Terakhir. 
PUTUSAN 

NOMOR 95[Sic!]/PUU-XVIII/2020 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Alamsyah 
Panggabean 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa 

Permohonan a quo. 
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih 
lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang 
diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan 
permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut: 
1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam 

sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 November 
2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim 
sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat 
kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas 
hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya 
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam 
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Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005). Dalam 
sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa 
Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke 
Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 
2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan 
pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya 
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 
tanggal 4 Desember 2020 dan diperiksa dalam sidang 
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 16 
Desember 2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut 
memuat sistematika: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, 
Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan 
Petitum. 

3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya 
telah memenuhi format permohonan pengujian undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK 
dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa 
dengan saksama telah ternyata uraian masing-masing bagian 
sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal 
permohonan, sebagai berikut: 
a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak 

menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas 
bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan 
pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga 
negara Indonesia yang memiliki hak atas pekerjaan dan 
pengembangan diri dengan keikutsertaan Pemohon untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negara karena tidak 
ditetapkan sebagai anggota DPRD Padang Lawas Periode 
Tahun 2019-2024; 

b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon menyatakan 
frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah 
konstitusional [vide permohonan hlm. 11 dan hlm. 15-16]. 
Bahkan menurut Pemohon norma hukum yang termuat 
dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah norma hukum yang 
sangat jelas [vide permohonan hlm. 13]. Namun demikian 
dalam pernyataan selanjutnya Pemohon menyatakan frasa 
“secara kolektif” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan 
dengan UUD 1945 tanpa menguraikan argumentasi lebih 
lanjut pertentangan antara frasa tersebut dengan Pasal 28C 
ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar 
pengujian yang digunakan [vide permohonan hlm. 13]. 
Bahkan pada bagian akhir pokok permohonan Pemohon 
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justru menyatakan frasa “secara pribadi” yang sebelumnya 
dinyatakan konstitusional menjadi inkonstitusional dan 
dengan memberikan penafsiran terhadap frasa tersebut 
[vide permohonan hlm. 17]. Dengan demikian, selain tidak 
diuraikannya argumentasi yang memadai mengenai 
inkonstitusionalitas norma yang diuji, juga terdapat 
ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam posita permohonan 
Pemohon; 

c. pada bagian petitum, angka 2 petitum permohonan yang 
meminta frasa “Setiap orang berhak untuk 
memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara 
kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 
negaranya” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan 
dengan UUD 1945 menjadi tidak konsisten pula dengan 
posita permohonan yang di bagian akhir meminta 
penafsiran frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 
39/1999 harus diartikan sebagai Peraturan Pemerintah dan 
untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan 
Pemohon sebagai anggota dalam Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Padang Lawas, ditetapkan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. Lagi pula, petitum angka 2 
tersebut jika dikabulkan justru menjadikan Pasal 15 UU 
39/1999 menjadi tidak jelas maknanya karena dalam norma 
pasal a quo hanya tersisa frasa “pribadi maupun”, sehingga 
dengan petitum yang demikian menjadi kontradiktif dan 
inkonsistensi dengan posita permohonan Pemohon; 

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas 
menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) 
karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. 
[3.4] Menimbang bahwa terlepas dari permohonan Pemohon adalah 

tidak jelas (kabur) sebagaimana diuraikan di atas,  Mahkamah 
perlu menegaskan andaikata yang diinginkan Pemohon adalah 
mengenai penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Padang 
Lawas Periode Tahun 2019-2024 yang tidak mengikutsertakan 
Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan 
hal tersebut, dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, 
majelis hakim telah menasihatkan dan sekaligus mengingatkan 
bahwa Mahkamah bukanlah tempat untuk menentukan 
seseorang dapat menjadi anggota DPRD sebagaimana 
dikehendaki oleh Pemohon. Terlebih lagi, persoalan yang 
dikemukakan Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan 
konstitusionalitas Pasal 15 UU 39/1999 yang justru memberikan 
jaminan pengembangan diri bagi setiap orang termasuk 
Pemohon untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan 
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negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 
1945; 

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan 
Pemohon adalah tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 
 

25. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); 
[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

  
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan 
MP. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan 
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 
tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, 
tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.03 
WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu 
oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang 
mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. 
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Pengucapan Putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan 
putusan, akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang 
ini ditutup. Sedangkan untuk salinan putusan berupa hardcopy, akan 
dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang 
selesai. 

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Jakarta, 14 Januari 2021 
Panitera, 

               
            
      ttd. 

      
Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 

 
 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
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